PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI
DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 105/PMK.010/2016, tanggal 30 Juni 20 16)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.

bahwa dalam rangka memberikan perlakuan per-
pajakan, dan kepabeanan, di Kawasan Industri dan
sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemer-
intah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan In-
dustri, perlu menyusun peraturan pelaksana dalam
bentuk. Peraturan Menteri Keuangan mengenai fasil-
itas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai
fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a bersifat khu-
sus untuk Kawasan Industri, yang terpisah dari
Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan
perpajakan dan kepabeanan yang bersifat umum;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Peng-
hitungan Penghasilan Kena Pajak clan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalart, Menteri

Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur -

pemberian fasilitas pembebasan atau penguran-
gan Pajak Penghasilan badan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Pena-
naman Madal di Bidangbidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 9 Tahun 2016, Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk mengatur tata cara pembe-
rian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu clan/atau
di daerah-daerah tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Im-
por dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Ter-
tentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Menteri

Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur
pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor
clan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu
vang bersifat strategis;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat {1)
huruf a dan huruf b serta ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan, Menteri Keuangan diberikan ke-
wenangan untuk mengatur pembebasan atau ker-
inganan bea masuk atas impor barang dan bahan
untuk pembangunan dan pengembangan industri
dalam rangka penanaman modal serta mesin un-
tuk pembangunan dan pengembangan industri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 41 ayat {4) Peraturan Pemerintah
Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Indus-
tri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepa-
beanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan In-
dustri dan Perusahaan Kawasan Industri;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah be-
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Un-
dang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keem-
pat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
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i)

mor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3263}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2C08
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Peng-
hasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambalian Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1283 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten-
tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No-
mor. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4661);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ten-
tang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berja-
lan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5183);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015
tentang Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Dae-
rah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambah-

PENGLIMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5688) sebagaimana telah diubah dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah ten-
tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penana-
man Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ |
atau di Daerahdaerah Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5873);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015
tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Di-
bebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Ni-
lai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5750);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mar 5806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEM-
BERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEAN-
AN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN iIN-
DUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal -1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud

dengan:

il -

5.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemu-
satan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana  penunjang yang dikem-
bangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan
Industri.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi,

Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang
melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang
berkedudukan di Indonesia.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaari
yang mengusahakan pengembangan dan penge-
folaan Kawasan Industri. J

Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjut-
nya disingkat WP} adalah pengelompokan wilayah
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(1)

{2)

(3)

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
keterkaitan ke belakang fbackward} dan keterkai-
tan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas
pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan
pengaruh kegiatan pembangunan industri.
Pembangunan adalah pendirian perusahaan
atau pabrik baru untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa.

Pengembangan adalah pengembangan perusa-
haan atau pabrik yang telah ada meliputi penam-
bahan, maodernisasi, rehabilitasi, dan/atau re-
strukturisasi dari alat-alat produksi termasuk
mesm untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis,
dan/atau kualitas hasil produksi.

Keadaan darurat (force majeur) adalah keadaan
seperti kebakaran, bencana alam, kerusuhan,
peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar
kemampuan manusia.

‘ BAB I ,

FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di WPI
Pasal 2

Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Pe-

rusahaan Kawasan Industri yang melakukan ke-

giatan usaha di WPl dan merupakan Wajib Pajak
badan dapat diberikan fasilitas perpajakan dan/
atau kepabeanan.

WPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dike-

lompokkan menjadi:

a. WPl maju;

b. WPI berkembang;

c. WPI potensial I; dan

d. WPI potensial Il.

Fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. fasilitas Pajak Penghasilan yakni:

1. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penana-
man maodal di bidang-bidang usaha terten-
tu dan/atau di daerah-daerah tertentu; atau

2. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan; :

b. fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
atas impor dan/atau penyerahan mesin dan
peralatan pabrik yang merupakan satu kes-
atuan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, yang digunakan secara langsung
dalam proses menghasilkan Barang Kena Pa-
jak olen Pengusaha Kena Pajak yang meng-
hasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak

(4)

(%)

(6)

(7)

termasuk suku cadang; dan/atau

c. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan yang dilaku-
kan oleh Perusahaan Industri di Kawasan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
yang melakukan kegiatan usaha di bidang
industri yang menghasilkan barang dan/atau

jasa
Pembebasan bea masuk atas mesin serta barang
dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf ¢ dapat diberikan atas mesin serta barang
dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan
Bebas dan Perdagangan Bebas, Kawasan Ekono-
mi Khusus, atau Tempat Penimbunan Berikat.
Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) diberikan sepanjang mesin serta ba-
rang dan bahan tersebut:
a. belum dipreduksi di dalam negeri;
b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jum-
lahnya belum mencukupi kebutuhan industri,
berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan
yang ditetapkan oleh menteri yang bertang-
gungjawab di bidang perindustrian atau peja-
bat yang ditunjuk, setelah berkoordinasi den-
gan instansi teknis yang terkait.
Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3} huruf a angka 1, tidak dapat
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2.
Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) hurufa angka 2, tidak dapat
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf a angka 1.

Bagian Kedua

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di WPI Maju

Pasal 3
Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan
kegiatan usaha di WPI maju dapat diberikan fasilitas
perpajakanh dan/atau kepabeanan sebagaimana -di-
maksud datam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan peraturan
perundangan-undangan di bidang perpajakan dan
kepabeanan.
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(1)

{2}

(3)

Bagian Ketiga
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan
di WPl Berkembang
| Pasal 4

Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri

dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melaku-

kan kegiatan usaha di WPI perkembang dapat di-

berikan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan

berupa:

a. fasilitas Pajak Penghasilan;

b. fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
atas impor dan/atau penyerahan mesin dan
peralatan pabrik yang merupakan satu kes-
atuan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, yang digunakan secara langsung
dalam proses menghasilkan Barang Kena Pa-
jak oleh Pengusaha Kena Pajak yang meng-
hasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak
termasuk suku cadang; dan/atau

c. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan yang dilakukan
oleh Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan kegiatan usaha di bidang industri
yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} huruf a dapat diberikan kepa-

da Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri yang merupakan

Waijib Pajak badan dalam negeri yang melakukan

penanaman modal, baik penanaman modal, baru

maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. pengurangan penghasilan neto sehesar 30%
(tiga puluh ‘persen) dari jumlah penanaman
modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk
tanah yang digunakan untuk kegiatan utama
usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun
masing-masing sebesar 5% (lima persen} per

tahun yang dihitung sejak saat mulai ber-

produksi secara komersial;

b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva ber-
wujud dan amortisasi yang dipercepat atas
aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka penanaman modal baru dan/atau per-
luasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif
penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan
sebagai berikut:

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

1. untuk penyusutan

aktiva berwujud:

yvang dipercepat atas

| Tarif Penyusutan
Kelompok Masa Berdasarkan Metode
Aktiva Manfaat Garis Saldo
Berwujud Menjadi Lurus Menurun
I_ Bukan
| Bangunan :
[ Kelompok | | 2 tahun 50% ~ 100%
{dibebankan
= | sekaligus)
Kelompok Il | 4tahun | 25% 50%-
Kelompok 1Il | 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV | 10 tahun 10% 20%
i3 Bangunan : |
Permanen 10 tahun 10%
Tidak 5 tahun 20% |
| Permanen

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas ak-
tiva tak berwujud: -

Tarif Penyusutan
Kelompok Masa Berdasarkan Metode
Aktiva Manfaat Garis Saldo
Berwujud Menjadi Lurus Menurun
“Kelompok | 2 tahun 50% 100%
(dibebankan
sekaligus) | |
Kelompok il 4 tahun 25% 50% :
Kelo_mpok il 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 1V 10 tahun | 10% 20%

(4)

(5)

¢. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang
lebih rendah menurut perjanjian penghindaran
pajak berganda yang berlaku; dan
d. kompensasi kerugian selama 8 (delapan) tahun.
Aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meru-
pakan aktiva yang digunakan untuk kegiatan uta-
ma usaha.
Aktiva yang digunakan untuk kegiatan utama
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf
a dan ayat (4) merupakan aktiva yang digunakan
dalam proses produksi cakupan produk yang ter-
cantum dalam izin prinsip termasuk aktiva seb-
agai penunjang utama yang terkait langsung den-
gan kegiatan proses produksi dimaksud. - /
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(6)

(7

Fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b diberi-
kan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan

importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 {satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan.

Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strat- b. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
egis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pert- tri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam
ambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya. tahap Pengembangan:

Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana 1. pembebasan bea masuk atas impor mesin

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Perusahaan Industri di Kawasan. Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam 2.

tahap Pembangunan: ‘

1. pembebasan bea masuk atas impor mesm
untuk jangka waktu pengimporan selama
2 (dua)} tahun terhitung sejak berlakunya

keputusan pembebasan bea masuk. 3=

2. jangka waktu peng1mporan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dapat diper-
panjang sesuai dengan jangka waktu
Pembangunan tersebut sebagaimana
tercantum dalam surat persetujuan pen-
anaman modal.

3. Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah menyelesaikan Pembangunan se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 serta siap produksi, kecuali bagi

industri yang menghasilkan Jasa, dapat 4,

diberikan pembebasan bea masuk atas
impor barang dan bahan untuk keperluan
produksi paling lama 3 (tiga) tahun, sesuai
kapasitas terpasang dengan jangka waktu
pengimporan selama 3 (tiga} tahun terhi-
tung sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk. {

4, Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memperoleh fasilitas sebagaima-

na dimaksud pada angka 3 tetapi belum 5.

merealisasikan seluruh importasi barang
dan bahan dalam jangka waktu 3 {tiga) ta-
hun, dapat diberikan perpanjangan waktu
importasi selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembe-
basan bea masuk berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud pada angka 3.

untuk jangka waktu pengimporan selama
2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

jangka waktu penglmporan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, dapat diperpan-
jang sesuai dengan jangka waktu Pengem-
bangan tersebut sebagaimana tercantum
dalam surat persetujuan penanaman madal.
Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah menyelesaikan Pengembangan, ke-
cuali bagi industri yang menghasilkan jasa,
sepanjang menambah kapasitas paling se-
dikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasi-
tas terpasang, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas barang dan bahan untuk
keperluan tambahan produksi paling lama 3
{tiga) tabun, untuk jangka waktu pengimpo-
ran selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memperoleh fasilitas pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud pada
angka 3 tetapi belum merealisasikan se-
luruh importasinya dalam jangka waktu 3
{tiga) tahun, dapat diberikan perpanjangan
waktu importasi selama 1 (satu) tahun ter-

hitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas |

pembebasan bea masuk sebagaimana di-
maksud pada angka 3.

Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber-
laku jangka waktu impaortasi, jangka waktu
importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 {satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan.

5. Dalam hal perpanJangan jangka waktu im- ¢. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber- melakukan Pembangunan, kecuali bagi indus-
laku jangka waktu importasi, jangka waktu tri yang menghasilkan Jasa, dengan menggu-
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(8)

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

nakan mesm produksi asal impor yang dibeli
di dalam negeri, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas impor barang dan bahan un-
tuk keperluan produksi selama 3 (tiga) tahun
sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka
waktu pengimporan selama 3 ({tiga)} tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

d. Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang melaku-
kan Pengembangan, kecuali bagi industri yang
menghasilkan jasa, dengan menggunakan me-
sin produksi asal impor yang dibeli di dalam
negen, sepanjang menambah kapasitas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas
terpasang, dapat diberikan pembebasan bea
masuk atas impor barang dan bahan untuk
keperluan tambahan produksi selama 3 (tiga)
tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan
jangka waktu pengimporan selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

e. Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang telah mem-
peroleh fasilitas pembebasan bea masuk se-
bagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf
d tetapi belum merealisasikan seluruh impor-
tasinya dalam jangka waktu 3 {tiga) tahun,
dapat diberikan perpanjangan waktu importasi
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk.

f. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku
jangka waktu importasi, jangka waktu impor-
tasi dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan
dengan masa importasi selama 1 (satu} tahun
dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan

Pembangunan atau Pengembangan, kecuali bagi

industri yang menghasilkan Jasa, dengan meng-

gunakan mesin produksi buatan dalam negeri pal-
ing sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai

mesm, atas impor barang dan bahan dapat di-

berikan pembebasan bea masuk untuk keperluan

produksi/keperluan tambahan produksi selama 4

{empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, den-

gan Jangka waktu pengimporan selama 4 (empat)

tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pem-
bebasan bea masuk.

(9)

(1)

(2}

(3)

Penggunaan dan komposisi mesin produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9), din-
yatakan oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan
di WPI potensial |
Pasal b

Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan kegiatan

usaha di WPI potensial 1 (satu} dapat diberikan fasili-
tas perpajakan dan/atau kepabeanan berupa:

a. Fasilitas Pajak Penghasilan;

b. Fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Ni-
lai atas impor danfatau penyerahan mesin
dan peralatan pabrik yang merupakan satu
kesatuan, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, yang _ digunakan secara
langsung dalam proses menghasilkan Barang
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, ti-
dak termasuk suku cadang; dan/atau

c. Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan yang dilakukan
oleh Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan kegiatan usaha di bidang industri
yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) huruf a dapat diberikan kepa-

da Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri yang merupakan

Wajib Pajak badan datam negeri yang melakukan

penanaman nfodal, baik penanaman modal baru

maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} huruf a berupa:

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah penanaman
modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk
tanah yang digunakan untuk kegiatan utama
usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun
masing-masing sebesar 5% (lima persen) per
tahun yang dihitung sejak saat mulai ber-
produksi secara komersial;

b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva ber-
wujud dan amortisasi yang dipercepat atas
aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam
rangka penanaman modal baru dan/atau per-
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luasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif

penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan

sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas
aktiva berwujud:

Tarif Penyusutan
Kelompok Masa Berdasarkan Metode
Aktiva Manfaat Garis Saldo
= Berwujud Menjadi Lurus Menurun
I. Bukan
Bangunan :
" Kelompok | | 2tahun' | 50% 100%
(dibebankan
sekaligus)
" Kelompok Il | 4 tahun 25% 50%
Kelompok Il | 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV | 10 tahun 10% 20%
Il. Bangunan :
Permanen 10 tahun | 10% .
Tidak 5 tahun 20%
|  Permanen |

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas ak-
tiva tak berwujud:

= Tarif Penyusutan
Kelompok Masa Berdasarkan Metode
Aktiva Manfaat Garis Saldo
Berwujud Menjadi Lurus Menurun
" Kelompok | 2 tahun 50% 100%
(dibebankan
sekaligus)
Kelompok Il 4 tahun 25% | 50%
| Kelompok I 8 tahun 12,5% 25%
“Kelompok IV | 10 tahun 10% | 20%

| (4)

(5)

c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang
lebih rendah menurut perjanjian penghindaran
pajak berganda yang berlaku; dan

d. kompensasi kerugian selama 10 {sepuluh) tahun.

Aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan aktiva

yang digunakan untuk kegiatan utama usaha.

Aktiva yang digunakan untuk kegiatan utama

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a dan ayat (4) merupakan aktiva yang digunakan

dalam proses produksi cakupan produk yang ter-

cantum dalam izin prinsip termasuk aktiva seb-
agai penunjang utama yang terkait langsung den-

(6}

(7)

gan kegiatan proses produksi dimaksud.

Fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai se-

bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurut b diberi-

kan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81

Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan

Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strat-

egis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pert-

ambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya.

Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Perusahaan Industrr di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan Pembangunan:

1. pembebasan bea masuk atas impor mesm
untuk jangka waktu pengimporan selama
2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

2. jangka waktu pengimporan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu Pembangunan
tersebut sebagaimana tercantum dalam su-
rat persetujuan penanaman modal.

3. Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah menyelesaikan Pembangunan se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 serta siap produksi, kecuali bagi
industri yang menghasilkan Jasa, dapat
diberikan pembebasan bea masuk atas
impor barang dan bahan untuk keperluan
produksi paling lama 4 {empat) tahun,
sesuai kapasitas terpasang dengan jangka
waktu pengimporan selama 4 (empat) ta-
hun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk. .

4. Perusahaan Industri di Kawasan Industri |
clan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memperoleh fasilitas sebagaimana
dimaksud pada angka 3 tetapi belum mere-
alisasikan seluruh importasi barang c¢lan
bahan dalam jangka waktu 4 (empat) ta-
hun, dapat diberikan perpanjangan waktu
importasi selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembe-
basan bea masuk berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber-
laku jangka waktu importasi, jangka waktu
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importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 {satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan.

b. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang

melakukan Pengembangan:

1. pembebasan bea masuk atas impor mesm
untuk jangka waktu pengimporan selama
2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

2. jangka waktu pengimporan sebagaimana di-
maksud pada angka 1, dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu Pengemban-
gan tersebut sebagaimana tercantum dalam
surat persetujuan penanaman modal.

3. Perusahaan Industri di Kawasan industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang telah
menyelesaikan Pengembangan, kecuali bagi
industri yang menghasilkan jasa, sepanJang
menambah kapasitas paling sedikit 30%
{tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang,
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas
barang dan bahan untuk keperluan tamba-
han produksi paling lama 4 (empat) tahun,
untuk jangka waktu pengimporan selama 4

- (empat) tahun sejak berlakunya képutusan
pembebasan bea masuk.

4. Perusahaan Industri di Kawasan Industti
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memperoleh fasilitas pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud pada
angka 3 tetapi belum merealisasikan se-
luruh importasinya dalam jangka waktu 4
(empat} tahun, dapat diberikan perpanjan-
gan waktu importasi selama 1 {satu) tahun
terhitung sejak tanggal berakhirnya fasili-
tas pembebasan bea masuk sebagaimana
dimaksud pada angka 3.

5. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber-
laku jangka waktu importasi, jangka waktu
importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 (satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan. -

¢. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan Pembangunan, kecuali bagi indus-
tri yang menghasilkan Jasa, dengan menggu-

nakan mesm produksi asal impor yang dibeli
di dalam negeri, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas impor barang dan bahan untuk
keperluan produksi selama 4 (empat) tahun
sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka
waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

d. Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang melaku-
kan Pengembangan, kecuali bagi industri yang |
menghasilkan jasa, dengan menggunakan me- -
sin produksi asal impor yang dibeli di dalam
negen, sepanjang menambah kapasitas paling
sedikit 30% ({tiga puluh persen) dari kapasi-
tas terpasang, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas impor barang dan bahan un-
tuk keperluan tambahan produksi selama 4
(empat) tahun sesuai kapasitas terpasang,
dengan jangka waktu pengimporan selama
4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

e. Perusahaan Industri di Kawasan ‘Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang telah mem-
peroleh fasilitas pembebasan bea masuk se-
bagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf
d tetapi belum merealisasikan seluruh impor-
tasinya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun,
dapat diberikan perpanjangan waktu importasi
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk.

f. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku
jangka waktu importasi, jangka waktu impor-
tasi dapat diberikan'sejak tanggal ditetapkan
dengan masa importasi selama 1 (satu) tahun
dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

{8) Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yvang melakukan
Pembangunan atau Pengembangan, kecuali bagi
industri yang menghasilkan jasa, dengan meng-
gunakan mesin produksi buatan dalam negeri pal-
ing sedikit 30% {(tiga puluh persen) dari total nilai
mesin, atas impor barang dan bahan dapat di-
berikan pembebasan bea masuk untuk keperluan
produksi/keperiuan tambahan produksi selama 4
(empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, den-
gan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pem-
bebasan bea masuk.
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(9)

(1)

(2)

(3)

{4)

- ®)

Penggunaan dan komposisi mesin produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8}, din-
yatakan oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan
di WPI potensial Ii
Pasal 6

Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan

Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan keg-

iatan usaha di WPI potensial Il {dua) dapat diberikan
fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan berupa:

a. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan;

b. Fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Ni-
lai atas impor dan/atau penyerahan mesin dan
peralatan pabrik yang merupakan satu kesat-
uan, baik dalam keadaan terpasang maupun
terlepas, yang digunakan secara langsung
dalam proses menghasilkan Barang Kena Pa-
jak oleh Pengusaha Kena Pajak yang meng-
hasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak
termasuk suku cadang; dan/atau

c. Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan yang dilakukan
oleh Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan kegiatan usaha di bidang industri
yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasitan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat diberikan kepada Perusahaan Industri di

Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan In-

dustri yang merupakan Wajib Pajak badan dan

melakukan penanaman modal baru dan belum
berproduksi secara komersial pada saat mengaju-
kan permohonan fasilitas.

Penanaman modal baru sebagaimana dimaksud

padaayat (2) harus dilakukan meialui pembentu-

kan badan hukum baru di Indonesia yang penge-
sahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal

15 Agustus 2011.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa pengurangan Pajak Penghasidan badan

paling banyak 100% (seratus persen) dan paling
sedikit 10% t(sepulub persen) dari jumiah Pajak

Penghasidan badan yang terutang.

Pengurangan Pajak Penghasilan badan seb-

(6)

{7)

{8)
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agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

diberikan untuk jangka waktu paling lama 15

{lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5

(lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak

dimulainya produksi secara komersial.

Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan se-

bagaimana dimaksud pada ayat {4} diberikan dengan

persentase yang sama setiap tahun selama jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi-

kan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81

Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan

Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strat-

egis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pert-

ambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya.

Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan Pembangunan:

1. pembebasan bea masuk atas impor mesm
untuk jangka waktu pengimporan selama
2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

2. jangka waktu pengimporan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu Pembangunan
tersebut sebagaimana tercantum dalam su-
rat persetujuan penanaman modal.

3. Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah menyelesaikan Pembangunan se-
bagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 serta siap produksi, kecuali bagi
industri yang menghasilkan Jasa, dapat
diberikan pembebasan bea masuk atas
impor barang dan bahan untuk keperluan
produksi paling lama 5 (lima) tahun, sesuai
kapasitas terpasang dengan jangka waktu
pengimporan selama 5 (lima) tahun terhi-
tung sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk.

4. Perusahaan industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kewasan Industri yang
telah memperoish fasilitas sebagaima-
na dimaksud pada angka 3 tetapi belum
mereatisasikan selurgh importasi barang
dan bahan defam jangka waktu 5 (ima) ta-

hun, dapat diberikan perpanjangan waktu
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importasi selama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembe-
basan bea masuk berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber-
laku jangka waktu importasi, jangka waktu
importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 (satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan.

. untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang

melakukan Pengembangan:

1. pembebasan bea masuk atas impor mesm
untuk jangka waktu ‘pengimporan selama
2 {dua) tahun terhitung sejak berlakunya
keputusan pembebasan bea masuk.

2. jangka waktu pengimporan sebagaimana di-
maksud pada angka 1, dapat diperpanjang
sesuai dengan jangka waktu Pengemban-
gan tersebut sebagaimana tercantum dalam
surat persetujuan penanaman modal.

3. Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah menyelesaikan Pengembangan, ke-
cuali bagi industri yang menghasilkan jasa,
sepanjang menambah kapasitas paling se-
dikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasi-
tas terpasang, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas barang dan bahan untuk
keperluan tambahan produksi paling lama 5
(lima) tahun, untuk jangka waktu pengim-
poran selama 5 {lima) tahun sejak berlaku-
nya keputusan pembebasan bea masuk.

4. Perusahaan Industri di Kawasan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang
telah memperoleh fasilitas pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud pada
angka 3 tetapi belum merealisasikan se-
luruh importasinya dalam jangka waktu b
{lima) tahun, dapat diberikan perpanjangan
waktu importasi selama 1 (satu) tahun ter-
hitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas
pembebasan bea masuk sebagaimana di-
maksud pada angka 3.

5. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada angka
4 dilakukan setelah berakhirnya masa ber-
laku jangka waktu importasi, jangka waktu

importasi dapat diberikan sejak tanggal
ditetapkan dengan masa importasi selama
1 (satu) tahun dikurangi masa keterlam-
batan pengajuan.’

¢. Untuk Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan Pembangunan, kecuali bagi indus-
tri yang menghasilkan Jasa, dengan menggu-
nakan mesm produksi asal impor yang dibeli
di dalam negeri, dapat diberikan pembebasan
bea masuk atas impor barang dan bahan un-
tuk keperluan produksi selama 5 {lima) tahun
sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka
waktu pengimporan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

d. Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan. Industri yang melaku- |
kan Pengembangan, kecuali bagi industri yang
menghasilkan jasa, dengan menggunakan me-
sin produksi asal impor yang dibeli di dalam
negen, sepanjang menambah kapasitas paling
sedikit 30% {tiga puluh persen) dari kapasitas
terpasang, dapat diberikan pembebasan bea
masuk atas impor barang dan bahan untuk
keperluan tambahan produksi selama 5 (lima)
tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan
jangka waktu pengimporan selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk.

e. Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang telah mem-
percleh fasilitas’ pembebasan bea masuk se-
bagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf
d tetapi belum merealisasikan seluruh impor- |
tasinya dalam jangka waktu 5 (lima)} tahun,
dapat diberikan perpanjangan waktu importasi
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

. berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk.

f. Dalam hal perpanjangan jangka waktu im-
portasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku
jangka waktu importasi, jangka waktu impar-
tasi dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan
dengan masa importasi selama 1 (satu) tahun
dikurangi masa keterlambatan pengajuan.

{9) Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
Pembangunan atau Pengembangan, kecuali bagi
'industri yang menghasilkan Jasa, dengan meng-
gunakan mesin produksi buatan dalam negeri pal-
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ing sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai
mesin, atas impor barang dan bahan dapat di-
berikan pembebasah bea masuk untuk keperluan
produksi/keperluan tambahan produksi selama 5
{lima) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan
jangka waktu pengimporan selama 5 {lima) tahun
terhitung sejak berlakunya keputusan pembe-
basan bea masuk.

(10) Penggunaan dan komposisi mesin produksi dalam

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {9}, din-
yatakan oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

BAB Ill
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
Pasal 7
Tata cara pemberian fasilitas perpajakan dan

kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
sesuai dengan:

a.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-
bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah
tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi
Wajib Pajak badan dalam negeri yang diberikan
fasilitas Pajak Penghasilan;

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan; A

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau peny-
erahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis; dan/atau

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas impor mesin serta barang dan bahan
untuk pembangunan atau pengembangan industri
dalam rangka penanaman modal.

Pasal 8
Tata cara pemberian fasilitas perpajakan clan

|
| kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6 sesuai dengan:

a.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur men-
genai tata cara pemberian fasilitas Pajak Peng-
hasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah terten-
tu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi Wajib
Pajak badan dalam negeri yang diberikan fasili-
tas Pajak Penghasilan, kecuali ketentuan men-

genai surat keterangan pemenuhan kesesuaian
bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia {KBLI), atau cakupan produk, serta per-
syaratan lain;

b. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak
'Penghasilan badan, kecuali ketentuan mengenai
pemenuhan cakupan industri pionir;

¢. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas Pajak Pertambahan
Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau peny-
erahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis; dan/atau

d. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas impor mesin serta barang dan bahan
untuk pembangunan atau pengembangan industri
dalam rangka penanaman modal.

Pasal 9
Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan, Pe-
rusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
mengajukan permohonan Yyang ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Ka-
wasan Industri kepada Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal.

BAB IV
KETENTUAN MENGENAI PENGALIHAN
ATAU PEMINDAHTANGANAN
: Pasal 10
{1) Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Ka-
wasan Industri yang memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a:
a. Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
Pasal 5 ayat (3} huruf a dilarang digunakan
selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau
dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap
dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap
baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang
lebih lama antara:
1. jangka waktu 6 {enam) tahun sejak saat
mulai berproduksi sécara komersial; atau
2. masa manfaat aktiva sesuai dengan keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3} huruf b angka 1 dan Pasal 5 ayat
{3) huruf b angka 1.
b. Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapat-
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kan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan
Pasal 5 ayat (3) huruf b dilarang digunakan
selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau
dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak ber-
wujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva
tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa
manfaat aktiva tak berwujud dimaksud ses-
uai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3} huruf b angka 2 dan
Pasal & ayat (3) huruf b angka 2.

(2) Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Peru-
sehaan Kawasan Industri yang telah memperolah
fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilarang untuk:

a. mengimpor atau membeli barang modal bekas
yang direlokasi dari negara atau perusahaan
lain dalam rangka realisasi penanaman modal
yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pa-
iak Penghasilan badan:

b. melakukan kegiatan utama usaha yang tidak
sesuai dengan rencana bidang usaha penana-
man modal;

c. melakukan pemindahtanganan aset dan/
atau kepemilikan Waijib Pajak badan yang
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan selama jangka waktu
pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak
Penghasilan badan: ‘

d. melakukan relokasi penanaman modal ke
provinsi lain di indonesia atau ke luar negeri
sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai
dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakh-

" irnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pen-
gurangan Pajak Penghasilan badan: dan/atau

€. mengubah metode pembukuan untuk mengge-

ser laba atau rugi dari periode. pemanfaatan

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

ke periode setelahnya, dan sebaliknya, ter--

masuk metode pengakuan penghasilan dan/
atau biaya, dan metode penghitungan depr-
esiasi dan/atau persediaan, sejak Tahun Pajak
dimulainya dan sampai dengan 5 {lima) Tahun
Pajak sejak berakhirnya jangka waktu peman-
faatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-

lan badan.
(3} Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2) buruf ¢, dalam hal Perusahaan
Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Ka-

PEN{;UMUMAN;’ FERATURAN PEMERINTAH

wasan Industri:

a. melakukan pemindahtanganan aset clan
menggantinya dengan aset lain yang lebih
produktif;

* b. melakukan pengalihan kepemilikan kepada
Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat
keterangan fiskal; atau

¢. melakukan pengalihan kepemilikan melalui
mekanisme listing di bursa saham (go public).

Pasal 11

Terhadap mesin dan peralatan pabrik yang
merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpa-
sang maupun terlepas, yang digunakan secara lang-
sung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Ba-
rang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang
yang telah mendapat fasilitas dibebaskan dari penge-
naan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 3, Pasal 4 ayat
(1) huruf b, Pasal 5 ayat {1) huruf b, Pasal 6 ayat (1)
huruf b, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
sejak saat impor dan/atau peroiehan:
a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula:

atau
b. dipindahtangankan kepada pihak lain baik seba-
. gian atau seluruhnya,

Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Pe-
rusahaan Kawasan Industri wajib membayar Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang clan dapat dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12
(1) Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf c, Pasal 5 ayat {1) huruf ¢, atau Pasal 6
ayat (1) huruf ¢, dapat dilakukan Pemindahtangan-
an setelah digunakan paling singkat selama 2 (dua)
tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
(2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
dalam hal:
a. terjadi Keadaan Darurat (force majeure);
b. Mesin diekspor kembali: atau
c. Mesin dilakukan Pemindahtanganan kepada
Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pem-
bebasan bea masuk untuk Pembangunan atau
Pengembangan industri dalam rangka Penana-
man Modal.
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{3)

(4)

(5)

{6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah
mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea clan
Cukai atas nama Menteri.
Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1} yang dilakukan dalam
jangka waktu paling singkat 2 (dua} tahun clan
paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batal-
nya fasilitas pembebasan bea masuk yang diberi-
kan dan Perusahaan wajib membayar bea masuk
yang terutang.

Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dalam hal:

a. Pemindahtanganan Mesin dilakukan setelah
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor; atau

b. Pemindahtanganan Mesin dilakukan sesuai ke-
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan

tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Perusahaan wajib membayar:

a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal im-
por; dan

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ke-
tentuan peraturan perundang-undangan di bi-
dang kepabeanan.

Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dari

kewajiban membayar bea masuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (4} tidak berlaku terhadap

Mesin dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force

majeure) namun Mesin tersebut masih mempun-

yai nilai ekonomis,

Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) berdasarkan harga penyerahan den-

gan tarif:

a. jika tarif bea masuknya sebesar 5% (lima
persen) atau lebih dikenakan tarif 5% (lima
persen); atau

b. jika tarif bea masuknya di bawah 5% (lima
persen} dikenakan tarif sesuai jenis barang.

Pasal 13
Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat {1} huruf ¢, Pasal 5 ayat (1) huruf c,
atau Pasal 6 ayat (1) huruf c,'tidak dapat dipin-
dahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan
Darurat (force majeure).
Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam

(3)

(4)

(5}

(6)

(7)

Pasal 4 ayat (1) huruf ¢, Pasal 5 ayat (1) huruf
b, atau Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, dapat diekspor
kembali atau dimusnahkan.

Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1) dan pelaksanaan
ekspor kembali atau pemusnahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2} dilakukan setelah
mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan
Cukai atas nama Menteri.

Pemindahtanganan Barang dan Bahan dan pelaksa-
naan ekspor kembali atau pemusnahan Barang dan
Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibe-
baskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk
yang terutang atas impor Barang dan Bahan.
Pembebasan dari kewajiban membayar bea ma-
suk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku terhadap Barang dan Bahan dalam hal

terjadi Keadaan Darurat (force majeure/ atau pe-

musnahan, namun Barang dan Bahan yang men-

galami kondisi Keadaan Darurat (force majeure)

atau setelah dilakukan pemusnahan tersebut ma-
sih mempunyai nilai ekonomis.

Pembayaran bea masuk untuk Barang dan Bahan

dalam keadaan rusak dalam hal terjadi Keadaan

Darurat (force majeure) atau setelah dilakukan

pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilakukan berdasarkan harga penyerahan den-

gan tarif sebagai berikut:

a. jika tarif bea masuknya sebesar 5% (lima
persen) atau lebih dikenakan tarif 5% {lima
persen}; atau

b. jika tarif bea masuknya di bawah 5% ({lima
persen) dikenakan tarif sesuai jenis barang.

Dalam hal Perusahaan menyalahgunakan ketentu-

an sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusa-

haan wajib membayar bea masuk yang terutang
dan dikenai sanksi administratif berupa denda
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kepabeanan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk |

pelaksanaan pemindahtanganan mesin dan/atau ba-

rang dan bahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
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b4

_PENGUMU

MAN/PERATURAN PEMERINTAH __

(1)

(2)

(3)

(4)

Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Pe-
rusahaan Kawasan Industri yang memperoleh
fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri ini tetap
dapat diberikan fasilitas perpajakan lain berdasar-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1):

a. Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan In-
dustri dan Perusahaan Kawasan Industri yang
melakukan usaha di WPl berkembang atau
WP! potensial | memperoleh fasilitas Pajak
Penghasitan berdasarkan Peraturan Menteri
ini, tidak dapat memperoleh fasilitas berdasar-
kan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan un-
tuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dan Per-
aturan Menteri Keuangan mengenai pemberian
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

b. Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan In-
dustri dan Perusahaan Kawasan industri yang
melakukan usaha di WPl potensial II mem-
peroleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasi-
lan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini,
tidak dapat memperoleh fasilitas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 dan Per-
aturan Menteri Keuangan mengenai pemberian
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan Indus-
tri dan Perusahaan Kawasan Industri memperoleh
fasilitas kepabeanan berdasarkan peraturan pe-
rundangundangan tersendiri, tidak dapat mem-
peroleh fasilitas kepabeanan berdasarkan Per-
aturan Menteri ini.

Dalam hal Perusahaan Industri di Kawasan Indus-

tri dan Perusahaan Kawasan Industri memperoleh

fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasili-

tas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian
fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, ti-
dak dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Dalam hal terdapat perubahan pengelompokan' |

WP! berdasarkan peraturan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,
terhadap fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
atau Pasal 6 yang telah diperoleh Perusahaan Industri
di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Indus-
tri sebelum perubahan pengelompokan WPI tersebut,
tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan
jangka waktu fasilitas yang telah diberikan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

| gal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tah-

kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tid.
BAMBANG P. S. BRODJONEGCORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1'Juli 2016
' DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
1td.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 998
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